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A. Pendahuluan 

 
Kehalalan suatu produk merupakan aspek fundamental bagi umat Muslim dalam 

memastikan konsumsi yang sesuai dengan syariat Islam. Sertifikasi halal menjadi instrumen 
utama dalam menjamin kehalalan suatu produk, sehingga memberikan ketenangan bagi 
konsumen dalam memilih barang yang dikonsumsi. Di Indonesia, sertifikasi halal telah menjadi 
kebutuhan mendesak mengingat mayoritas penduduk beragama Islam dan meningkatnya 
kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-
obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia  (LPPOM MUI) berperan sebagai lembaga yang 
bertanggung jawab dalam menerbitkan sertifikat halal melalui serangkaian prosedur yang 
ketat, termasuk audit bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk (LPPOM MUI 
Sumatra Utara, 2025.). Sertifikasi halal tidak hanya memberikan jaminan kehalalan produk, 
tetapi juga meningkatkan daya saing produk di pasar domestik dan internasional (Rakhmawati 
et al., 2024). 

Di Sumatera Utara, yang memiliki populasi Muslim yang signifikan, permintaan akan 
produk halal semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan industri makanan, kosmetik, dan 

Abstrak 

 
Sertifikasi halal memainkan peran krusial dalam memastikan kepatuhan produk 
terhadap standar kehalalan dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Penelitian ini 
menganalisis peran LPPOM MUI Sumatera Utara dalam proses sertifikasi halal, 
mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terhadap sertifikasi halal, serta mengukur 
tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan yang diberikan. Studi ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan melibatkan 46 responden yang terdiri atas 
pengguna layanan, pemangku kepentingan, kepala sekretariat, serta auditor halal di 
LPPOM MUI Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas 
masyarakat menganggap sertifikasi halal sangat penting, dengan faktor utama 
pemilihan produk bersertifikat halal adalah keamanan dan kepatuhan agama. Meskipun 
tingkat kepuasan terhadap layanan sertifikasi halal relatif tinggi, beberapa kendala 
masih dihadapi, seperti kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai prosedur 
sertifikasi, keterbatasan akses terhadap informasi, serta biaya sertifikasi yang dianggap 
memberatkan bagi usaha mikro. Rekomendasi yang diajukan mencakup peningkatan 
sosialisasi, penyederhanaan prosedur, serta dukungan finansial bagi usaha kecil dalam 
memperoleh sertifikasi halal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 
bagi pemangku kebijakan dalam meningkatkan efektivitas layanan sertifikasi halal guna 
mendukung pertumbuhan industri halal di Sumatera Utara. 
 
Kata Kunci:    Sertifikasi halal, LPPOM MUI, kepuasan masyarakat, industri halal, 
regulasi halal. 

 
Abstract 

 
Halal certification is essential for ensuring product compliance with halal standards and 
fostering consumer trust. This study examines the role of LPPOM MUI North Sumatra in 
the halal certification process, identifies public expectations regarding certification, and 
assesses user satisfaction with the services provided. A mixed-methods approach was 
employed, involving 46 respondents, including service users, stakeholders, secretariat 
officials, and halal auditors. The findings indicate that the majority of the public 
considers halal certification crucial, with safety and religious compliance being the 
primary factors influencing consumer preferences. While overall satisfaction with halal 
certification services is relatively high, several challenges persist, including limited 
awareness among business actors regarding certification procedures, restricted access 
to relevant information, and financial constraints, particularly for micro-enterprises. To 
enhance the effectiveness of halal certification, this study recommends increasing public 
awareness, simplifying administrative procedures, and providing financial support for 
small businesses. These findings offer valuable insights for policymakers to improve 
halal certification services and support the expansion of the halal industry in North 
Sumatra. 
 
Key Words:     Halal certification, LPPOM MUI, public satisfaction, halal industry, halal 
regulation. 
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farmasi. Kebutuhan akan sertifikasi halal didorong oleh faktor kepercayaan masyarakat 
terhadap produk yang mereka konsumsi, serta regulasi pemerintah yang mengharuskan 
sertifikasi halal bagi produk tertentu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 
tentang Jaminan Produk Halal (Fajaruddin, 2018; Rofiullah et al., 2024). Namun, implementasi 
sertifikasi halal masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman 
masyarakat terhadap prosedur sertifikasi, keterbatasan akses bagi pelaku usaha mikro dan 
kecil, serta persepsi terhadap efektivitas layanan yang diberikan oleh LPPOM MUI Sumatera 
Utara (Rakhmawati et al., 2024). Oleh karena itu, evaluasi terhadap kebutuhan dan tingkat 
kepuasan masyarakat terhadap layanan sertifikasi halal menjadi sangat penting untuk 
meningkatkan efektivitas sistem jaminan halal di wilayah ini. 

Meskipun sertifikasi halal memiliki peran strategis dalam menjamin kehalalan produk, 
efektivitas layanan sertifikasi masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat dan pelaku 
usaha. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sering kali mengalami kendala 
dalam memahami prosedur sertifikasi, termasuk regulasi, biaya, serta akses informasi mengenai 
mekanisme pendaftaran (Hasibuan & Rahmayati, 2024). Selain itu, pelaku usaha mikro dan kecil 
masih menghadapi kesulitan dalam mendapatkan sertifikat halal karena kompleksitas 
persyaratan dan keterbatasan sumber daya, meskipun pemerintah telah meluncurkan program 
sertifikasi halal gratis, seperti Program Sehati (Winarto & Santoso, 2024). Kendala lainnya 
melibatkan persepsi masyarakat terhadap efektivitas LPPOM MUI Sumatera Utara dalam 
menangani sertifikasi halal, terutama dalam hal transparansi, kecepatan layanan, serta 
pengawasan terhadap produk yang telah bersertifikat halal (Rakhmawati et al., 2024). 

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan solusi yang lebih komprehensif dalam 
meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas layanan sertifikasi halal. Salah satu pendekatan yang 
dapat diterapkan adalah digitalisasi sistem sertifikasi halal, yang memungkinkan proses 
pengajuan, verifikasi, dan pemantauan sertifikat halal dilakukan secara lebih efisien dan 
transparan (Rofiullah et al., 2024). Selain itu, peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada 
masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal dan prosedurnya juga 
menjadi langkah krusial dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi halal 
(Yuanitasari & Kusmayanti, 2024). Dengan demikian, evaluasi terhadap kebutuhan masyarakat 
serta tingkat kepuasan terhadap layanan sertifikasi halal menjadi aspek penting dalam 
mengembangkan kebijakan yang lebih responsif dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. 

Berbagai studi telah menyoroti pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan 
kepercayaan konsumen serta daya saing produk di pasar domestik dan global. Studi yang 
dilakukan oleh Pratiwi & Isa (Pratiwi & Isa, 2024) menunjukkan bahwa sertifikasi halal 
memiliki dampak signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen, di mana konsumen lebih 
cenderung memilih produk bersertifikat halal dibandingkan produk tanpa sertifikat. 
Kepercayaan terhadap sertifikasi halal juga menjadi faktor utama dalam peningkatan loyalitas 
konsumen terhadap suatu merek atau produk (Ashlihah & Hasyim, 2024). Oleh karena itu, 
memastikan efektivitas sertifikasi halal melalui peningkatan pelayanan dan transparansi dalam 
prosedurnya sangat penting untuk memperkuat ekosistem halal di Indonesia. 

Dari sisi pelaku usaha, studi oleh Purborini dan Harsanty menunjukkan bahwa program 
sertifikasi halal self declare yang difasilitasi oleh pemerintah telah membantu pelaku usaha 
mikro dan kecil dalam memperoleh sertifikat halal dengan lebih mudah dan cepat (Purborini & 
Harsanty, 2024). Namun, masih terdapat kendala dalam hal persyaratan bahan baku halal serta 
keterbatasan informasi terkait prosedur sertifikasi (Rakhmawati et al., 2024). Untuk mengatasi 
hal ini, pendampingan dan edukasi yang lebih intensif terhadap pelaku usaha mengenai Sistem 
Jaminan Halal  (SJH) menjadi salah satu solusi yang dapat diterapkan, sebagaimana yang telah 
dilakukan dalam berbagai program pengabdian masyarakat yang berfokus pada pendampingan 
UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal (Safitri et al., 2024). 

Selain itu, keberhasilan implementasi sertifikasi halal juga bergantung pada kolaborasi 
antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga sertifikasi halal dalam menciptakan sistem yang 
lebih efisien dan transparan (Qodir & Muhim, 2024). Studi yang dilakukan oleh Razali et al. 
(Razali et al., 2024) menyoroti pentingnya harmonisasi standar halal di tingkat nasional dan 
internasional untuk meningkatkan kredibilitas sertifikasi halal Indonesia di pasar global. Oleh 
karena itu, evaluasi terhadap efektivitas layanan sertifikasi halal oleh LPPOM MUI Sumatera 
Utara menjadi langkah strategis dalam memperbaiki sistem sertifikasi halal dan memastikan 
kepuasan masyarakat serta pelaku usaha dalam mengakses layanan ini. 

Kajian literatur menunjukkan bahwa meskipun sertifikasi halal memiliki manfaat yang 
signifikan, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh masyarakat dan pelaku usaha 
dalam mengakses layanan sertifikasi halal. Beberapa studi telah mengidentifikasi bahwa 
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keterbatasan akses informasi dan kurangnya sosialisasi menjadi faktor utama yang 
menghambat proses sertifikasi halal, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil (Hasibuan & 
Rahmayati, 2024). Selain itu, penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa tingkat kepuasan 
masyarakat terhadap layanan sertifikasi halal masih bervariasi, tergantung pada faktor seperti 
transparansi proses, kecepatan layanan, dan biaya sertifikasi (Pratiwi & Isa, 2024). Meskipun 
berbagai inisiatif telah dilakukan, seperti Program Sehati dan pendampingan UMKM dalam 
memperoleh sertifikasi halal, masih terdapat gap dalam hal efektivitas layanan dan persepsi 
masyarakat terhadap sistem sertifikasi halal (Winarto & Santoso, 2024). Oleh karena itu, 
penelitian ini berupaya untuk mengisi celah tersebut dengan melakukan analisis komprehensif 
terhadap kebutuhan dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan sertifikasi halal yang 
diberikan oleh LPPOM MUI Sumatera Utara. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran LPPOM MUI Sumatera Utara dalam 
proses sertifikasi halal, termasuk mekanisme yang diterapkan serta tantangan yang dihadapi 
dalam memastikan kepatuhan produk terhadap standar kehalalan. Selain itu, penelitian ini 
mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terhadap sertifikasi halal serta faktor-faktor yang 
mempengaruhi permintaan produk bersertifikat halal, baik dari aspek religius, keamanan, 
maupun preferensi konsumen. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan sertifikasi halal 
yang diberikan oleh LPPOM MUI Sumatera Utara juga diukur untuk mengevaluasi efektivitas 
pelayanan dan transparansi proses sertifikasi. Berdasarkan temuan yang diperoleh, penelitian 
ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis guna meningkatkan efisiensi, 
aksesibilitas, dan kualitas layanan sertifikasi halal di Sumatera Utara. 

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis empiris terhadap kebutuhan dan kepuasan 
masyarakat terkait layanan sertifikasi halal, yang belum banyak diteliti secara spesifik di 
Sumatera Utara. Penelitian ini juga menawarkan rekomendasi berbasis data untuk 
meningkatkan efektivitas layanan sertifikasi halal, dengan mempertimbangkan perspektif 
masyarakat dan pelaku usaha. Lingkup penelitian ini mencakup analisis kebijakan dan 
mekanisme sertifikasi halal oleh LPPOM MUI Sumatera Utara, evaluasi kebutuhan masyarakat 
terhadap produk halal, serta pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan 
sertifikasi halal. Responden penelitian terdiri dari konsumen, pelaku usaha, serta pihak terkait 
yang berinteraksi langsung dengan proses sertifikasi halal. 

 
B. Metodologi 

 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam 

dan kuesioner terstruktur untuk menggali hambatan dalam proses sertifikasi halal di LPPOM 
MUI Sumatera Utara. Responden terdiri dari 46 orang, yang mencakup pengguna layanan 
sertifikasi halal serta pemangku kepentingan di LPPOM MUI, termasuk kepala sekretariat dan 
auditor halal. Instrumen penelitian meliputi daftar pertanyaan kuesioner yang dirancang untuk 
mengukur persepsi terhadap transparansi, biaya, efisiensi, dan tantangan dalam sertifikasi 
halal. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa intervensi pemerintah dalam meningkatkan 
aksesibilitas layanan dapat berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat terhadap 
pelayanan publik (Li et al., 2024; Shalaby & Shalaby, 2018). 

Selain kuesioner, penelitian ini juga menggunakan wawancara semi-terstruktur untuk 
memperoleh informasi mendalam mengenai mekanisme sertifikasi halal, peran auditor, serta 
kendala administratif yang dihadapi oleh pelaku usaha. Partisipasi pemangku kepentingan 
dalam penelitian ini didasarkan pada teori modal sosial dan partisipasi masyarakat yang 
menunjukkan bahwa kepuasan terhadap layanan publik berkorelasi dengan keterlibatan aktif 
masyarakat dalam pengelolaan layanan (Jiang & Zhen, 2022; Lian et al., 2022) Proses 
pengumpulan data diawali dengan identifikasi responden yang memiliki keterlibatan langsung 
dalam proses sertifikasi halal. Dari 46 responden, 30 orang merupakan pelaku usaha yang telah 
atau sedang dalam proses pengajuan sertifikasi halal, sementara 16 lainnya terdiri dari 
pemangku kepentingan di LPPOM MUI, termasuk kepala sekretariat dan auditor halal. 
Pemilihan sampel dilakukan secara purposive untuk memastikan bahwa responden memiliki 
pengalaman dan pemahaman yang relevan dengan penelitian ini. 

Penelitian ini mengadopsi metode survei dan wawancara lapangan untuk memperoleh data 
empiris yang berkaitan dengan kendala sertifikasi halal di Sumatera Utara. Kuesioner disusun 
berdasarkan indikator kepuasan masyarakat terhadap layanan publik, yang mencakup aspek 
keandalan, daya tanggap, jaminan, dan transparansi. Wawancara dilakukan secara langsung 
dengan pemangku kepentingan di LPPOM MUI untuk memahami tantangan teknis dalam 
verifikasi dokumen dan audit halal. 
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Dalam pelaksanaannya, wawancara semi-terstruktur dilakukan di kantor LPPOM MUI 
Sumatera Utara, dengan durasi rata-rata 30–45 menit per responden. Protokol wawancara 
mencakup pertanyaan terbuka mengenai kendala dalam pemenuhan standar halal, akses 
terhadap informasi sertifikasi, serta persepsi terhadap biaya dan proses audit. Studi 
sebelumnya menunjukkan bahwa efektivitas layanan publik dapat diukur melalui metode 
Indeks Kepuasan Komunitas  (IKK) dan Analisis Kinerja Pentingnya  (AKP), yang digunakan 
dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan sertifikasi halal. 

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Data kuesioner dianalisis 
menggunakan metode deskriptif statistik untuk menghitung distribusi frekuensi dan persentase 
jawaban responden terhadap indikator layanan sertifikasi halal. Untuk menguji hubungan 
antara kepuasan pengguna dengan variabel lainnya. Analisis kualitatif dilakukan terhadap hasil 
wawancara menggunakan pendekatan thematic analysis. Data dari wawancara dianalisis 
dengan cara mengidentifikasi pola dan tema utama yang muncul dalam jawaban responden. 
Pendekatan ini sejalan dengan studi yang meneliti bagaimana persepsi masyarakat terhadap 
layanan publik dipengaruhi oleh variabel sosial dan ekonomi. 

 
C. Hasil and Pembahasan 

  
Peran Sertifikasi Halal di LPPOM MUI Sumatera Utara 

LPPOM MUI memiliki peran strategis dalam sistem sertifikasi halal di Indonesia, khususnya 
dalam memastikan bahwa produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika memenuhi standar halal 
sesuai dengan syariat Islam. Berdiri sejak tahun 1989, LPPOM MUI berfungsi sebagai lembaga 
pemeriksa halal yang melakukan audit terhadap bahan baku, proses produksi, serta fasilitas 
usaha yang mengajukan sertifikasi halal. Di Sumatera Utara, LPPOM MUI mulai beroperasi pada 
tahun 1999 dan saat ini memiliki struktur organisasi yang mencakup Direktur, Wakil Direktur, 
Sekretaris, Bendahara, Kepala Sekretariat, serta 15 auditor halal yang aktif dalam proses 
pemeriksaan dan audit. 

Mekanisme sertifikasi halal yang dikelola oleh LPPOM MUI melibatkan beberapa tahapan, 
mulai dari pendaftaran, verifikasi dokumen, audit lapangan, hingga sidang Komisi Fatwa. Pelaku 
usaha yang ingin memperoleh sertifikasi halal diwajibkan mendaftarkan usahanya melalui 
platform SiHalal, menyerahkan dokumen izin usaha, daftar bahan baku, serta alur proses 
produksi. Setelah dilakukan verifikasi oleh BPJPH, auditor LPPOM MUI akan melakukan 
pemeriksaan langsung di lokasi produksi guna memastikan kesesuaian dengan standar halal. 
Jika seluruh aspek telah memenuhi kriteria, hasil audit akan diajukan ke sidang Komisi Fatwa 
MUI, yang bertugas menetapkan status halal suatu produk sebelum sertifikat halal diterbitkan. 

Selain berperan sebagai lembaga pemeriksa halal, LPPOM MUI juga berperan dalam 
edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal. LPPOM MUI 
bekerja sama dengan pemerintah dan BPJPH dalam menyelenggarakan pendampingan 
sertifikasi halal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta memberikan pelatihan 
terkait Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Melalui kegiatan ini, LPPOM MUI berupaya 
meningkatkan kesadaran dan kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi standar halal, sehingga 
proses sertifikasi dapat berjalan lebih efektif (Lubis, 2025). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme sertifikasi halal di LPPOM MUI Sumatera 
Utara terdiri dari beberapa tahapan yang melibatkan pelaku usaha, auditor, dan Komisi Fatwa. 
Pelaku usaha harus memenuhi persyaratan administratif, termasuk mengisi formulir 
pendaftaran, menyerahkan dokumen izin usaha, daftar bahan baku, serta alur proses produksi. 
Proses ini diawali dengan pendaftaran online melalui sistem SiHalal, di mana dokumen yang 
diunggah diverifikasi oleh BPJPH dalam waktu tujuh hari kerja. Setelah verifikasi, pelaku usaha 
dikenakan biaya sertifikasi berdasarkan skala usaha—mulai dari Rp3 juta untuk usaha mikro 
hingga lebih dari Rp12,5 juta untuk usaha skala besar. 

Setelah pembayaran, audit lapangan dilakukan oleh auditor halal untuk memastikan bahwa 
bahan baku, fasilitas produksi, dan prosedur operasional telah memenuhi standar halal. Hasil 
audit ini kemudian disampaikan dalam rapat internal LPPOM dan diteruskan ke Komisi Fatwa 
MUI untuk penetapan status kehalalan produk. Keputusan Komisi Fatwa dapat berupa produk 
halal atau belum memenuhi standar halal, di mana produk yang tidak memenuhi standar 
akan diberikan rekomendasi perbaikan. Jika sertifikat halal diterbitkan, sejak 2023, masa 
berlaku sertifikat ini adalah seumur hidup, dengan syarat tidak ada perubahan bahan atau 
fasilitas produksi. Namun, aturan ini masih dalam kajian untuk disesuaikan dengan standar 
internasional seperti di Malaysia dan Thailand yang menerapkan masa berlaku antara 2–4 
tahun. 
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Temuan penelitian ini sejalan dengan literatur yang menunjukkan bahwa keberadaan 

lembaga sertifikasi halal yang kredibel dan transparan sangat penting dalam membangun 
kepercayaan masyarakat terhadap produk halal. Studi sebelumnya menyoroti bahwa di 
beberapa negara, seperti Malaysia dan Thailand, lembaga sertifikasi halal berperan tidak hanya 
dalam menetapkan standar halal, tetapi juga dalam memfasilitasi proses sertifikasi agar lebih 
mudah diakses oleh pelaku usaha (Rakhmawati et al., 2024). 

Di Indonesia, keberadaan LPPOM MUI sebagai lembaga sertifikasi halal yang telah 
beroperasi selama lebih dari tiga dekade memberikan keunggulan dalam pengalaman dan 
sistem audit yang telah teruji. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, peran LPPOM MUI 
mengalami perubahan akibat pengalihan sebagian wewenang sertifikasi halal kepada Badan 
Penyelenggara Jaminan Produk Halal  (BPJPH) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 
2014 tentang Jaminan Produk Halal. Studi yang dilakukan oleh Kamila et al. (Kamila et al., 2024) 
menunjukkan bahwa meskipun BPJPH kini memiliki kewenangan dalam penerbitan sertifikat 
halal, LPPOM MUI tetap berperan dalam audit halal, sertifikasi auditor, serta penetapan fatwa 
halal. 
Tingkat Kebutuhan Masyarakat terhadap Sertifikasi Halal 

Hasil dan temuan utama penelitian disampaikan dalam tabel yang menunjukkan distribusi 
jawaban responden terkait tingkat kebutuhan masyarakat terhadap sertifikasi halal: 

Tabel 1. Tingkat Kebutuhan Masyarakat terhadap Sertifikasi Halal 

N
No 

Tema 
Pertanyaan 

Sangat 
Penting  

(%) 

Penting  
(%) 

Netral  (%) 
Tidak 

Penting  
(%) 

Sangat 
Tidak 

Penting  
(%) 

1
1 

Pentingnya 
Sertifikasi Halal 
pada Produk 

70% 25% 5% 0% 0% 

2
2 

Faktor Utama 
Memilih Produk 
Bersertifikat Halal 

Keamanan  
(40%) 

Kepatuhan 
Agama  
(35%) 

Kepercayaan  
(20%) 

Lainnya  
(5%) 

- 

3
3 

Kemudahan 
Mendapatkan 
Informasi 
Sertifikasi Halal 

50% 30% 15% 5% 0% 

4
4 

Pengaruh 
Sertifikasi Halal 
pada Keputusan 
Pembelian 

65% 25% 10% 0% 0% 

5
5 

Pemenuhan 
Kebutuhan 
Konsumen oleh 
Sertifikasi Halal 

60% 30% 10% 0% 0% 

 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya 

sertifikasi halal sangat tinggi. Sebanyak 70% responden menyatakan bahwa sertifikasi halal 
sangat penting, sementara 25% lainnya menganggapnya penting, dan hanya 5% yang bersikap 
netral. Tidak ada responden yang menganggap sertifikasi halal tidak penting, yang 
menunjukkan bahwa masyarakat secara luas menyadari signifikansi jaminan halal dalam 
produk konsumsi. 

Dalam memilih produk bersertifikat halal, faktor utama yang dipertimbangkan oleh 
masyarakat meliputi keamanan  (40%), kepatuhan agama  (35%), dan kepercayaan  (20%), 
sementara 5% responden mempertimbangkan faktor lain. Data ini menegaskan bahwa 
sertifikasi halal tidak hanya menjadi indikator kepatuhan terhadap ajaran Islam, tetapi juga 
berperan sebagai jaminan keamanan dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang 
mereka konsumsi. 

Selain itu, 80% responden merasa bahwa informasi mengenai sertifikasi halal mudah 
diakses, dengan 50% menyatakan sangat mudah dan 30% menyatakan mudah. Namun, 15% 
responden bersikap netral, dan 5% lainnya masih merasa kesulitan mendapatkan informasi 
terkait sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sosialisasi sertifikasi halal telah 
dilakukan secara luas, masih terdapat tantangan dalam menjangkau seluruh lapisan 
masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang memiliki akses terhadap informasi digital. 
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Lebih lanjut, sertifikasi halal memiliki pengaruh besar terhadap keputusan pembelian 
konsumen, di mana 65% responden menyatakan bahwa sertifikasi halal sangat mempengaruhi 
keputusan mereka dalam membeli produk, sedangkan 25% lainnya menganggapnya 
berpengaruh besar. Tidak ada responden yang menyatakan bahwa sertifikasi halal memiliki 
pengaruh kecil atau tidak berpengaruh sama sekali, menegaskan bahwa keberadaan sertifikasi 
halal dapat menjadi faktor penentu dalam keputusan pembelian konsumen Muslim. 

Terakhir, dalam aspek pemenuhan kebutuhan, 60% responden merasa bahwa sertifikasi 
halal sangat memenuhi kebutuhan mereka, sementara 30% lainnya merasa cukup terpenuhi. 
10% responden bersikap netral, tetapi tidak ada yang merasa bahwa sertifikasi halal tidak 
memenuhi kebutuhan mereka. Data ini memperkuat pentingnya keberlanjutan sistem 
sertifikasi halal guna memastikan ketersediaan produk halal yang sesuai dengan harapan 
konsumen. 

Temuan ini selaras dengan berbagai studi yang menunjukkan bahwa sertifikasi halal 
memainkan peran penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk. 
Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Gunawan et al. mengungkap bahwa kendala utama 
dalam penerapan sertifikasi halal adalah kurangnya suplai bahan baku halal dan 
ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap standar halal, yang dapat mempengaruhi aksesibilitas 
produk halal bagi masyarakat (Rakhmawati et al., 2024). 

Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi & Isa (Pratiwi & Isa, 2024) menegaskan 
bahwa sertifikasi halal memiliki dampak signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen, 
dengan alasan utama meliputi keamanan makanan, kesadaran kesehatan, dan kepercayaan 
terhadap kehalalan produk. Data dari penelitian ini menunjukkan pola serupa, di mana 
mayoritas responden menganggap sertifikasi halal sebagai faktor penting dalam memilih 
produk, dengan keamanan sebagai pertimbangan utama (40%), yang diikuti oleh kepatuhan 
agama  (35%) dan kepercayaan  (20%). 

Dalam penelitian lainnya, Ashlihah & Hasyim menemukan bahwa sertifikasi halal 
berpengaruh positif terhadap minat beli konsumen, terutama di kalangan generasi muda. Hasil 
analisis regresi dalam studi mereka menunjukkan bahwa sertifikasi halal memiliki hubungan 
signifikan dengan keputusan pembelian, yang juga tercermin dalam penelitian ini, di mana 90% 
responden menyatakan bahwa sertifikasi halal memiliki pengaruh besar terhadap keputusan 
pembelian mereka (Ashlihah & Hasyim, 2024). 

Meskipun sertifikasi halal dianggap sangat penting oleh sebagian besar masyarakat, 
penelitian yang dilakukan oleh Ariska et al. (Ariska et al., 2023) menemukan bahwa tantangan 
utama dalam implementasi sertifikasi halal adalah biaya dan kompleksitas proses pendaftaran. 
Hal ini dapat menjelaskan mengapa masih terdapat 15% responden yang bersikap netral 
mengenai kemudahan mendapatkan informasi sertifikasi halal, serta 5% yang merasa kesulitan 
dalam mengakses informasi. Oleh karena itu, penguatan sosialisasi dan edukasi mengenai 
prosedur sertifikasi halal menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa seluruh masyarakat 
dapat mengakses produk halal dengan lebih mudah. 

Temuan penelitian ini memiliki implikasi signifikan dalam pengembangan kebijakan 
sertifikasi halal serta strategi pemasaran produk halal di Indonesia. Dari sisi ilmiah, hasil 
penelitian ini mendukung teori bahwa kepuasan masyarakat terhadap suatu layanan publik, 
termasuk sertifikasi halal, sangat bergantung pada aksesibilitas, kepercayaan, serta kepatuhan 
terhadap harapan konsumen (Li et al., 2024). 

Dari sudut pandang praktis, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan guna 
meningkatkan efektivitas sertifikasi halal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat: 

1. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi Sertifikasi Halal: Meskipun mayoritas masyarakat 
menyatakan bahwa informasi sertifikasi halal mudah diakses, masih terdapat 15% yang 
merasa netral dan 5% yang merasa kesulitan mendapatkan informasi. Oleh karena itu, 
LPPOM MUI dan BPJPH dapat meningkatkan strategi sosialisasi, misalnya melalui 
kampanye digital, media sosial, serta penyuluhan langsung ke daerah-daerah yang 
memiliki akses informasi terbatas. 

2. Peningkatan Kepastian dan Keterjangkauan Produk Halal: Data menunjukkan bahwa 
40% masyarakat memilih produk halal berdasarkan faktor keamanan, sementara 35% 
lainnya karena kepatuhan agama. Hal ini menegaskan bahwa standarisasi bahan baku 
halal dan kepatuhan industri terhadap regulasi halal perlu diperkuat guna memastikan 
keamanan dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dikonsumsi. Pemerintah 
juga dapat mendorong program insentif atau subsidi bagi UMKM agar mereka lebih 
mudah memperoleh sertifikasi halal tanpa terbebani biaya yang tinggi. 
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3. Optimalisasi Sistem Sertifikasi Halal Berbasis Teknologi: Dengan 80% responden 

menyatakan bahwa informasi sertifikasi halal mudah diakses, pemanfaatan teknologi 
dalam proses sertifikasi dapat semakin ditingkatkan. Untuk itu, Platform digital seperti 
SiHalal dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mempermudah pendaftaran sertifikasi 
halal, verifikasi dokumen, serta konsultasi dengan auditor halal secara daring. 

4. Peningkatan Pengawasan dan Transparansi Sertifikasi Halal: Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 65% masyarakat sangat mempertimbangkan sertifikasi halal 
dalam keputusan pembelian mereka, sehingga pengawasan terhadap proses sertifikasi 
halal perlu lebih diperketat. LPPOM MUI dan BPJPH dapat bekerja sama dengan lembaga 
pengawas independen untuk memastikan bahwa setiap produk yang bersertifikat halal 
benar-benar memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan. 

Dalam jangka panjang, penguatan sistem sertifikasi halal tidak hanya akan memberikan 
manfaat bagi konsumen Muslim di Indonesia, tetapi juga dapat meningkatkan daya saing 
produk halal Indonesia di pasar global. Dengan tingginya permintaan terhadap produk halal 
secara internasional, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat industri halal 
dunia, asalkan sistem sertifikasi halal terus diperkuat dan dioptimalkan. 

Tingkat Kepuasaan Masyarakat 
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap tingkat kepuasan masyarakat terhadap 

layanan sertifikasi halal oleh LPPOM MUI, mayoritas responden memberikan penilaian positif 
terhadap aspek pelayanan, kecukupan informasi, transparansi, kecepatan, dan pemenuhan 
harapan. Sebanyak 55% responden menilai pelayanan LPPOM MUI sebagai “Sangat Baik” dan 
30% menilai “Baik”, menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap layanan yang 
diberikan. Hanya 5% responden yang menyatakan ketidakpuasan dengan memberikan 
penilaian “Buruk”, sedangkan tidak ada responden yang menilai “Sangat Buruk”. 

Selain itu, transparansi dalam proses sertifikasi halal juga mendapatkan apresiasi yang 
cukup tinggi, dengan 60% responden menilai “Sangat Transparan” dan 25% menyatakan 
“Transparan”. Hanya 5% responden yang menilai proses ini “Kurang Transparan”. Adapun 
dalam hal kecepatan penanganan sertifikasi, 50% responden menyatakan “Sangat Cepat” dan 
30% menyebutnya “Cepat”, sedangkan 5% menilai proses ini “Lambat”. Secara keseluruhan, 
layanan sertifikasi halal LPPOM MUI dianggap mampu memenuhi harapan masyarakat, dengan 
65% responden menyatakan bahwa layanan ini “Sangat Memenuhi” harapan mereka. 

Tabel berikut menyajikan data lengkap mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap 
layanan sertifikasi halal oleh LPPOM MUI: 

Tabel 2. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Sertifikasi Halal 

N
No 

Aspek Penilaian 
Sangat 

Baik  (%) 
Baik  
(%) 

Netral  
(%) 

Buruk  
(%) 

Sangat 
Buruk  

(%) 
1

6 
Penilaian terhadap Pelayanan 
Sertifikasi Halal oleh LPPOM 
MUI 

55% 30% 10% 5% 0% 

2
7 

Kecukupan Informasi tentang 
Status Halal Produk 

50% 35% 10% 5% 0% 

8
8 

Transparansi dalam Proses 
Sertifikasi Halal 

60% 25% 10% 5% 0% 

9
9 

Kecepatan LPPOM MUI 
Menangani Permintaan 
Sertifikasi Halal 

50% 30% 15% 5% 0% 

1
10 

Pemenuhan Harapan terhadap 
Layanan Sertifikasi Halal 

65% 25% 10% 0% 0% 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan sertifikasi halal yang diberikan oleh 
LPPOM MUI mendapat apresiasi positif dari masyarakat. Temuan ini sejalan dengan studi yang 
menyoroti pentingnya kepuasan masyarakat dalam layanan publik, di mana intervensi yang 
efektif dari lembaga pemerintah atau non-pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan dan 
kepuasan pengguna layanan (Li et al., 2024). Dalam konteks sertifikasi halal, pelayanan yang 
cepat, transparan, dan akurat sangat penting untuk membangun kredibilitas di mata 
masyarakat. 

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kurangnya transparansi dan efektivitas 
lembaga pemerintah dalam penyediaan layanan publik menjadi faktor utama yang 
menyebabkan rendahnya tingkat kepuasan masyarakat (Hartanto et al., 2021; Shalaby & 
Shalaby, 2018). Berbeda dengan temuan tersebut, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
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LPPOM MUI berhasil menjaga transparansi dalam proses sertifikasi halal, dengan mayoritas 
responden menilai proses ini sebagai “Sangat Transparan” atau “Transparan”. Hal ini 
menegaskan bahwa pendekatan yang sistematis dan berbasis syariat yang diterapkan oleh 
LPPOM MUI dapat menjadi contoh bagi lembaga lainnya dalam meningkatkan kualitas layanan. 
Selain itu, teori pengharapan-diskonfirmasi menyatakan bahwa kepuasan masyarakat 
dipengaruhi oleh kesesuaian antara harapan dan pengalaman aktual terhadap layanan yang 
diterima (Favero & Kim, 2021). Dalam konteks sertifikasi halal, tingginya persentase responden 
yang menyatakan bahwa layanan LPPOM MUI “Sangat Memenuhi” harapan mereka  (65%) 
menunjukkan bahwa institusi ini berhasil memenuhi ekspektasi masyarakat dengan baik. 

Temuan ini memiliki implikasi penting baik dari segi ilmiah maupun praktis. Secara ilmiah, 
hasil penelitian ini memperkaya kajian tentang kepuasan masyarakat terhadap layanan publik, 
khususnya dalam konteks sertifikasi halal. Penelitian ini menegaskan bahwa kualitas pelayanan 
yang baik, transparansi, serta kecepatan dalam pengurusan sertifikasi halal berperan besar 
dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem jaminan produk halal di 
Indonesia. Secara praktis, hasil ini memberikan wawasan bagi LPPOM MUI dan pemangku 
kepentingan lainnya untuk terus meningkatkan efektivitas layanan sertifikasi halal. Meskipun 
tingkat kepuasan masyarakat cukup tinggi, masih terdapat aspek yang dapat ditingkatkan, 
seperti mempercepat waktu pemrosesan sertifikasi dan memastikan bahwa informasi 
mengenai status halal produk lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Dengan demikian, 
layanan sertifikasi halal dapat semakin berkontribusi terhadap penguatan industri halal dan 
peningkatan daya saing produk halal di pasar domestik maupun global. Lebih lanjut, 
pendekatan yang diterapkan oleh LPPOM MUI dapat menjadi model bagi lembaga sertifikasi 
halal lainnya, baik di dalam maupun luar negeri, dalam meningkatkan kualitas layanan mereka. 
Peningkatan aksesibilitas, digitalisasi proses sertifikasi, serta sosialisasi yang lebih luas kepada 
masyarakat dapat menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa sistem jaminan halal di 
Indonesia terus berkembang dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. 

Hambatan dan Tantangan 
Hasil penelitian ini mengungkapkan berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi 

dalam proses sertifikasi halal di Sumatera Utara. Kendala utama yang ditemukan adalah 
rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal, yang berdampak pada 
rendahnya tingkat pendaftaran. Meskipun sertifikasi halal memberikan berbagai keuntungan, 
seperti peningkatan kepercayaan konsumen dan peluang pasar yang lebih luas, banyak pelaku 
usaha masih belum memahami manfaat tersebut. 

Biaya sertifikasi juga menjadi kendala signifikan, terutama bagi usaha mikro dan kecil. 
Biaya yang berkisar antara Rp3 juta hingga Rp5 juta bagi usaha mikro sering kali dianggap 
memberatkan, sehingga banyak pelaku usaha enggan mengajukan sertifikasi. Selain itu, kendala 
administratif, seperti kurangnya pemahaman mengenai dokumen yang diperlukan, juga 
menghambat proses sertifikasi. Banyak pelaku usaha yang kesulitan dalam menyusun dokumen 
bahan baku, alur produksi, serta memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan telah 
memiliki sertifikasi halal. 

Dari sisi lembaga sertifikasi, keterbatasan auditor dan infrastruktur menjadi tantangan lain 
dalam mempercepat proses sertifikasi halal. Saat ini, LPPOM MUI Sumatera Utara memiliki 15 
auditor aktif, yang terdiri dari auditor provinsi dan auditor nasional. Namun, jumlah ini belum 
cukup untuk menangani lonjakan permintaan sertifikasi secara optimal. Proses audit lapangan 
yang memerlukan verifikasi menyeluruh terhadap bahan, fasilitas produksi, dan sumber daya 
manusia sering kali membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 30 hingga 90 hari 
kerja. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai studi terdahulu yang menyoroti tantangan 
dalam implementasi sertifikasi halal di berbagai negara. Studi oleh Li et al. (Li et al., 2024) 
menunjukkan bahwa intervensi pemerintah yang tidak efektif dapat menghambat kepuasan 
masyarakat terhadap layanan publik, termasuk dalam proses sertifikasi halal. Hal ini juga 
terlihat di Sumatera Utara, di mana kurangnya sosialisasi mengenai manfaat sertifikasi halal 
menjadi salah satu faktor utama rendahnya tingkat partisipasi pelaku usaha. 

Studi lain oleh Shalaby & Shalaby (Shalaby & Shalaby, 2018) dan juga Suzuki & Demircioglu 
(Suzuki & Demircioglu, 2021) menemukan bahwa transparansi dan efektivitas dalam layanan 
publik sangat mempengaruhi kepuasan pengguna. Dalam konteks sertifikasi halal, transparansi 
biaya dan persyaratan administrasi masih menjadi kendala bagi banyak pelaku usaha. Meskipun 
LPPOM MUI telah menetapkan standar biaya yang jelas, masih banyak pelaku usaha yang tidak 
memahami rincian biaya yang dikenakan. Dari sisi dampak ekonomi, penelitian oleh Jiang & 
Zhen (Jiang & Zhen, 2022)  menunjukkan bahwa sertifikasi halal memiliki korelasi positif 
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dengan peningkatan daya saing dan akses pasar. Namun, di Indonesia, tantangan dalam biaya 
dan prosedur administrasi masih menjadi penghambat utama. Di beberapa daerah seperti Aceh, 
meskipun program sertifikasi halal disediakan secara gratis, tingkat pendaftaran tetap rendah, 
mengindikasikan bahwa kendala utama bukan hanya biaya, tetapi juga kurangnya kesadaran 
dan pemahaman mengenai sertifikasi halal. 

Selain itu, penelitian oleh Favero et al. (Favero & Kim, 2021) menyoroti pentingnya model 
pengharapan-diskonfirmasi dalam kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. Dalam 
konteks sertifikasi halal, jika pelaku usaha memiliki ekspektasi bahwa sertifikasi dapat 
diperoleh dengan mudah dan cepat, maka proses yang panjang dan kompleks dapat 
menyebabkan ketidakpuasan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan efisiensi 
layanan dan memberikan edukasi kepada pelaku usaha mengenai tahapan sertifikasi yang 
sebenarnya. 

Implikasi ilmiah dari temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan sistem sertifikasi halal 
tidak hanya bergantung pada regulasi yang ketat, tetapi juga pada efektivitas implementasinya 
di lapangan. Penelitian ini memberikan wawasan baru mengenai berbagai faktor yang 
menghambat proses sertifikasi halal, yang dapat menjadi dasar bagi pengembangan strategi 
peningkatan layanan. Dari sisi praktis, temuan ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut 
dalam meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai sertifikasi halal. Pemerintah dan LPPOM 
MUI dapat mengadopsi strategi proaktif dengan meningkatkan pendampingan bagi pelaku 
usaha dalam memahami prosedur sertifikasi, termasuk penyusunan dokumen administrasi 
yang diperlukan. Program edukasi yang lebih luas juga dapat membantu mengatasi persepsi 
negatif mengenai biaya sertifikasi dengan menunjukkan manfaat jangka panjang yang dapat 
diperoleh pelaku usaha setelah mendapatkan sertifikasi halal. 

Selain itu, diperlukan langkah konkret untuk mempercepat proses sertifikasi, seperti 
penambahan jumlah auditor halal dan pemanfaatan teknologi digital dalam verifikasi dokumen 
serta audit lapangan. Digitalisasi proses sertifikasi halal dapat menjadi solusi untuk mengurangi 
waktu pemrosesan, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan transparansi dalam biaya dan 
persyaratan administrasi. 

Lebih jauh, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih inklusif 
dalam mendukung usaha mikro dan kecil untuk memperoleh sertifikasi halal. Program bantuan, 
seperti subsidi biaya sertifikasi dan penyederhanaan prosedur administratif, dapat menjadi 
langkah strategis untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha yang tersertifikasi halal. Dengan 
demikian, diharapkan bahwa kendala yang ada dapat diatasi secara bertahap, sehingga sistem 
sertifikasi halal dapat berkontribusi secara lebih signifikan dalam mendukung pertumbuhan 
industri halal di Indonesia. 

 
D. Kesimpulan 
 

Penelitian ini mengidentifikasi berbagai hambatan dan tantangan dalam proses sertifikasi 
halal di Sumatera Utara, termasuk rendahnya kesadaran pelaku usaha, biaya sertifikasi yang 
dianggap tinggi bagi usaha mikro, serta kendala administratif dalam penyusunan dokumen dan 
proses audit. Keterbatasan jumlah auditor dan lamanya waktu verifikasi juga menjadi faktor 
yang menghambat percepatan penerbitan sertifikat halal. Hasil ini menunjukkan bahwa 
meskipun sertifikasi halal menawarkan berbagai manfaat, seperti peningkatan kepercayaan 
konsumen dan akses pasar yang lebih luas, masih terdapat kendala yang signifikan dalam 
implementasinya. 

Dibandingkan dengan literatur sebelumnya, penelitian ini mengonfirmasi bahwa faktor 
transparansi, efektivitas layanan, serta intervensi pemerintah berperan penting dalam 
keberhasilan sistem sertifikasi halal. Studi terdahulu menunjukkan bahwa intervensi yang 
kurang optimal dapat menghambat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik, 
sebagaimana terjadi dalam konteks sertifikasi halal di Sumatera Utara. Selain itu, model 
pengharapan-diskonfirmasi menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara ekspektasi pelaku 
usaha dengan realitas prosedural dapat menurunkan tingkat kepuasan dan partisipasi dalam 
sertifikasi halal. 

Implikasi ilmiah dari penelitian ini menegaskan bahwa perbaikan sistem sertifikasi halal 
harus mencakup aspek edukasi, efisiensi prosedur, dan peningkatan kapasitas auditor. Secara 
praktis, pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat sosialisasi mengenai manfaat 
sertifikasi halal, menyediakan dukungan finansial bagi usaha kecil, serta mengadopsi sistem 
digital untuk mempercepat proses sertifikasi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan 
sertifikasi halal dapat lebih mudah diakses oleh pelaku usaha, sehingga mendukung 
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pertumbuhan industri halal dan meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar 
global. 
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